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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam wawasan Al-Qur’an tentang hak
asasi manusia, termasuk konsepsi, prinsip, dan implikasinya dalam kehidupan sosial kontemporer.
Kajian dilakukan melalui penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, yakni
dengan menelaah ayat- ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan martabat serta hak dan kewajiban
manusia, serta mengkaji tafsir klasik dan kontemporer yang relevan untuk memahami makna dan
konteksnya. Selain itu, literatur ilmiah tentang hak asasi manusia dalam perspektif Islam digunakan
untuk memperkaya analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur’an menegaskan nilai
kemanusiaan yang universal sebagai ciptaan Allah, memberikan dasar normatif tentang hak hidup,
kebebasan, keadilan, dan martabat manusia yang tidak dapat dikurangi, serta menempatkan tanggung
jawab sosial dan etika sebagai bagian integral dari pengakuan hak tersebut. Konsep ini tidak hanya
bersifat teoretis tetapi juga memiliki relevansi aplikatif dalam dinamika kehidupan masyarakat modern.
Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wawasan Al-Qur’an tentang hak asasi
manusia memberikan landasan filosofis dan praktis yang kuat untuk mempromosikan martabat dan
keadilan dalam tatanan sosial.
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PENDAHULUAN
Hak Asasi Manusia (HAM) di era

modern mengalami perkembangan signifikan
seiring dengan meningkatnya kesadaran
global terhadap pentingnya penghormatan
terhadap martabat manusia. Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
1948 menjadi tonggak sejarah yang
menegaskan hak-hak fundamental yang
melekat pada setiap individu tanpa
membedakan ras, agama, jenis kelamin,
ataupun status sosial.1 Dalam
perkembangannya, rezim HAM internasional
diperkuat melalui berbagai instrumen hukum
seperti International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR) dan International

Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights (ICESCR) yang mewajibkan negara-
negara anggota untuk menjamin kebebasan
sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya
warganya. 2 Hal ini menunjukkan bahwa
HAM tidak lagi dipandang sekadar isu
domestik, melainkan telah menjadi norma
universal yang mengikat seluruh bangsa.

Namun demikian, tantangan HAM di era
modern semakin kompleks. Globalisasi dan
digitalisasi membawa persoalan baru seperti
pelanggaran privasi data, ujaran kebencian
berbasis daring, hingga penyalahgunaan
teknologi pengawasan oleh negara. Selain itu,
isu-isu klasik seperti diskriminasi gender,
intoleransi agama, pelanggaran hak minoritas,
hingga penyiksaan dalam konflik bersenjata
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masih terus terjadi di berbagai belahan dunia,
termasuk Indonesia.3 Untuk menjawab
tantangan ini, diperlukan pendekatan
multidimensi yang tidak hanya menekankan
aspek hukum, tetapi juga pendidikan HAM,
penguatan masyarakat sipil, serta kerja sama
internasional. Dengan demikian,
perlindungan HAM di era modern harus
bertransformasi secara adaptif sesuai
dinamika sosial, politik, dan teknologi
global.4

Islam sebagai agama rahmatan lil-
‘ālamīn, memiliki pandangan khas tentang
manusia dan hak-haknya. Al-Qur’an secara
eksplisit menegaskan bahwa manusia adalah
makhluk mulia (QS. Al-Isrā’: 70), diciptakan
sebagai khalīfah di bumi (QS. Al-Baqarah:
30), dan memiliki kebebasan untuk memilih
(QS. Al-Kahfi: 29). Dengan demikian, hak
asasi manusia dalam Islam tidak hanya lahir
dari kesepakatan sosial seperti dalam tradisi
Barat, melainkan bersumber dari Allah
sebagai al-Ḥaqq (Yang Maha Benar) yang
memberi hak sekaligus menetapkan
kewajiban.5

Perdebatan muncul karena konsep HAM
dalam tradisi Barat sangat menekankan pada
kebebasan individu, sementara Islam
memandang hak individu harus seimbang
dengan kewajiban sosial dan kepatuhan
kepada Tuhan. Misalnya, kebebasan
berekspresi diakui dalam Islam, tetapi
dibatasi agar tidak melanggar norma agama
dan merugikan orang lain. Hal ini
menimbulkan pertanyaan: apakah konsep
HAM dalam Islam bersifat universal
sebagaimana UDHR, atau bersifat partikular
sesuai syariat. 6

Dalam konteks sejarah Islam, prinsip
HAM sudah terlihat sejak masa Nabi
Muhammad SAW. Piagam Madinah (622 M)
sering dianggap sebagai salah satu dokumen
awal yang menjamin hak-hak dasar manusia,
termasuk hak kebebasan beragama,
perlindungan terhadap minoritas, dan
kesetaraan hukum. Dokumen ini lahir jauh
sebelum UDHR, menunjukkan bahwa Islam

memiliki tradisi panjang dalam menjunjung
martabat manusia.7

Sementara itu, dalam konteks Indonesia,
isu HAM memiliki urgensi tersendiri.
Indonesia adalah negara mayoritas Muslim,
tetapi juga menjunjung tinggi pluralitas
agama dan budaya. Konstitusi UUD 1945,
terutama Pasal 28A–28J, secara jelas
mengatur perlindungan HAM. Selain itu,
nilai-nilai Qur’ani banyak dijadikan rujukan
etis maupun normatif dalam perdebatan
seputar HAM, baik di ranah akademik,
hukum, maupun politik. Oleh karena itu,
kajian tentang wawasan al-Qur’an mengenai
HAM penting dilakukan untuk memberikan
pemahaman bahwa Islam dan HAM
bukanlah dua konsep yang bertentangan,
melainkan dapat saling melengkapi dan
memperkaya.8

Dari uraian ini dapat dilihat bahwa
pembahasan mengenai HAM dalam
perspektif al-Qur’an bukan hanya relevan
secara akademik, tetapi juga praktis. Secara
akademik, kajian ini memperluas horizon
ilmu pengetahuan tentang hubungan Islam
dengan isu kemanusiaan global. Secara
praktis, kajian ini dapat menjadi rujukan
normatif bagi pembuat kebijakan, penegak
hukum, serta masyarakat luas dalam
mengimplementasikan nilai-nilai HAM yang
sesuai dengan konteks Indonesia.

METODE
Metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah kualitatif
deskriptif dengan pendekatan studi pustaka
(library research), karena penelitian ini
menekankan pada pemahaman konsep dan
makna yang terkandung dalam Al-Qur’an
mengenai hak asasi manusia. Data penelitian
berasal dari Al-Qur’an sebagai sumber utama,
khususnya ayat-ayat yang menekankan
martabat, hak, dan kewajiban manusia, serta
dari tafsir klasik dan kontemporer yang
relevan, seperti Tafsir al-Misbah, Tafsir Ibn
Katsir, dan tafsir modern, untuk memperoleh
pemahaman konteks dan interpretasi ulama.
Selain itu, literatur pendukung berupa buku,
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artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen tentang
hak asasi manusia dalam perspektif Islam
digunakan untuk memperkuat analisis.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
membaca, menyeleksi, dan mencatat ayat-
ayat serta interpretasi tafsir yang relevan.
Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif
kualitatif melalui langkah-langkah reduksi
data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan, sehingga diperoleh pemahaman
sistematis mengenai wawasan Al-Qur’an
tentang hak asasi manusia. Untuk menjamin
validitas data, dilakukan triangulasi sumber
dengan membandingkan informasi dari Al-
Qur’an, tafsir, dan literatur ilmiah, sehingga
hasil penelitian dapat disajikan secara akurat,
komprehensif, dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Hak Asasi Manusia dalam
Perspektif al-Qur’an
1. Definisi HAM dalam Perspektif Umum

dan Islam
Hak Asasi Manusia (HAM) secara

umum didefinisikan sebagai hak-hak dasar
yang melekat pada diri setiap individu sejak
lahir sebagai anugerah Tuhan dan tidak dapat
diganggu gugat oleh siapa pun. Menurut
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(DUHAM) 1948, HAM adalah hak-hak yang
dimiliki setiap orang semata-mata karena ia
manusia, tanpa diskriminasi berdasarkan ras,
warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
atau asal-usul sosial.1 Dengan demikian,
HAM dipahami sebagai instrumen universal
yang mengatur hubungan antara individu
dengan negara, sekaligus menjadi standar
moral dan hukum untuk menjaga martabat
manusia. Dalam perspektif ini, HAM bersifat
universal (berlaku untuk semua orang),
inalienable (tidak dapat dicabut), dan
interdependent (saling berkaitan satu sama
lain).

Dalam perspektif Islam, konsep HAM
berakar pada prinsip tauhid, yaitu keyakinan
bahwa hanya Allah sebagai pencipta dan
pemilik otoritas tertinggi atas manusia. Hak-
hak dasar manusia dilihat sebagai bagian dari

amanah Tuhan yang harus dijaga melalui
penerapan nilai-nilai syariah. Al-Qur’an
menegaskan kemuliaan manusia dalam QS.
Al-Isra/17: 70

ورَزقََنهْٰمُْ واَلبْحَرِْ البَْرِّ فىِ وحمََلنَْٰهمُْ اٰدَمَ بنَيِْٓ كَرمنََّْا ولقََدَْ
تفَضيِْْلاً خلقَنَْاَ ممِّنَّْ كثَِيْر علىَٰ وفَضَلنَّهْٰمُْ الطيبَّتِِّٰ منَِّ

Terjemahan:
Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu

Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di
laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka
rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan
mereka di atas banyak makhluk yang Kami
ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Islam mengenal konsep maqāṣid al-
sharī‘ah (tujuan-tujuan syariah), yang
meliputi perlindungan agama (hifẓ al-dīn),
jiwa (hifẓ al-nafs), akal (hifẓ al-‘aql),
keturunan (hifẓ al-nasl), dan harta (hifẓ al-
māl). Prinsip ini sejalan dengan gagasan
HAM modern, karena sama-sama
menekankan perlindungan hak-hak
fundamental manusia.2 Namun, berbeda
dengan konsep sekuler yang menempatkan
manusia sebagai pusat, dalam Islam HAM
selalu terkait dengan tanggung jawab kepada
Allah, masyarakat, dan lingkungan.

2. Perbedaan Paradigma HAM Barat dan
Islam
Paradigma Hak Asasi Manusia (HAM)

dalam tradisi Barat bertumpu pada filsafat
humanisme dan individualisme. Sejak era
pencerahan (Enlightenment), pemikir seperti
John Locke dan Jean-Jacques Rousseau
menekankan konsep hak kodrati yang
melekat pada individu sebagai konsekuensi
dari otonomi manusia.3 Dalam kerangka ini,
manusia dipandang sebagai subjek utama
yang memiliki hak untuk menentukan jalan
hidupnya sendiri, sementara negara hanya
berfungsi sebagai pelindung hak-hak tersebut.
Fondasi ini melahirkan prinsip universal,
inalienable, dan indivisible yang kemudian
dikodifikasikan dalam Universal Declaration
of Human Rights (DUHAM) 1948.4
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Sementara itu, paradigma HAM dalam
Islam berakar pada teologi tauhid. Hak-hak
manusia bukanlah hasil kontrak sosial
atau produk akal semata, melainkan
amanah dari Allah yang melekat pada setiap
individu. Dengan demikian, kebebasan
manusia tidaklah absolut, melainkan dibatasi
oleh hukum Allah dan tanggung jawab moral
terhadap masyarakat.5Konsep ini tercermin
dalam maqāṣid al-sharī‘ah (tujuan-tujuan
syariah), yang mencakup perlindungan agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta.6 Oleh
karena itu, HAM dalam Islam bersifat
transendental, di mana hak selalu terkait
dengan kewajiban, baik kepada Tuhan,
sesama manusia, maupun lingkungan.

Perbedaan mendasar antara keduanya
terletak pada fondasi filosofisnya. Barat
mendasarkan HAM pada otonomi individu
dan rasionalitas manusia, sedangkan Islam
mendasarkannya pada kehendak Allah
sebagai sumber otoritas tertinggi.7 Namun,
bukan berarti keduanya saling bertentangan
secara total. Dalam praktiknya, terdapat
banyak titik temu, seperti pengakuan atas hak
hidup, kebebasan beragama, kesetaraan di
hadapan hukum, dan perlindungan terhadap
martabat manusia. Perbedaan justru
memperlihatkan bahwa HAM dapat dipahami
dalam kerangka plural, sesuai dengan nilai-
nilai budaya dan agama suatu bangsa.

Implikasi dari perbedaan ini cukup
signifikan. Paradigma Barat lebih
menekankan pada hak individu, sehingga
terkadang mengabaikan dimensi sosial dan
spiritual. Sebaliknya, paradigma Islam
menekankan keseimbangan antara hak
individu, kepentingan masyarakat, dan
ketaatan kepada Tuhan.8 Akibatnya, dalam
konteks negara-negara Muslim, sering terjadi
perdebatan tentang sejauh mana norma
HAM internasional dapat diadopsi tanpa
mengabaikan nilai-nilai syariah. Perdebatan
ini terlihat jelas dalam isu-isu seperti
kebebasan berekspresi, kesetaraan gender,
serta hak-hak minoritas agama.

Dengan demikian, perbedaan paradigma
HAM Barat dan Islam sebaiknya tidak dilihat
sebagai pertentangan yang mutlak, melainkan
sebagai peluang untuk saling melengkapi.
Dialog antara keduanya dapat menghasilkan
pemahaman yang lebih komprehensif,
terutama di era globalisasi ketika isu HAM
semakin kompleks. Pendekatan integratif
yang memadukan nilai-nilai universal HAM
dengan prinsip-prinsip Islam seperti maqāṣid
al-sharī‘ah berpotensi memperkuat
perlindungan martabat manusia di dunia
Muslim sekaligus memperkaya wacana HAM
global.9

3. Kedudukan Manusia dalam al-Qur’an
Al-Qur’an menegaskan bahwa manusia

memiliki kedudukan yang sangat mulia di
antara makhluk ciptaan Allah. Kemuliaan ini
ditegaskan dalam firman Allah dalam QS.
Al-Isra/17:70:

ورَزقََنهْٰمُْ واَلبْحَرِْ البَْرِّ فىِ وحمََلنَْٰهمُْ اٰدَمَ بنَيِْٓ كَرمنََّْا ولقََدَْ
تفَضيِْْلاً خلقَنَْاَ ممِّنَّْ كثَِيْرٍ علىَٰ وفَضَلنَّهْٰمُْ الطيبَّتِِّٰ منَِّ

Terjemahan:
Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu

Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di
laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka
rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan
mereka di atas banyak makhluk yang Kami
ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ayat ini menekankan bahwa kemuliaan
manusia bersifat universal tanpa memandang
ras, agama, maupun status sosial. Dalam
konteks ini, Islam mengakui setiap manusia
memiliki martabat yang tidak boleh
direndahkan atau dilanggar. Selain sebagai
makhluk yang dimuliakan, manusia juga
diposisikan sebagai khalifah (wakil Allah) di
bumi. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah
dalam QS. Al-Baqarah/2: 30:

قاَلوآُْ خليَفِةًَْ الارضَِْْ فىِ جاعَلٌِ انِيِّْ للمِلْىَٰكۤةَِِٕ ربكََُّ قاَلَ واذَِْ
بحمِدَكَِْ نسبُحَُِّ ونحَنَُْ الدماَِّءَۤۚ ويسَفَكُِْ فيهِاَْ يفسُّدُِْ منَْ فيهِاَْ اتجَعَْلَُ
تعلَمْوَنَُْ لاَ ماَ اعلَمَُْ انيِِّْٓ قاَلَ لكََ ونقَدُسَُِّ

Terjemahan:
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(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada
para malaikat, “Aku hendak menjadikan
khalifah13) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah
Engkau hendak menjadikan orang yang merusak
dan menumpahkan darah di sana, sedangkan
kami bertasbih memuji- Mu dan menyucikan
nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia
diberikan tanggung jawab besar sebagai
pengelola alam, bukan sekadar penerima
nikmat. Ayat ini menegaskan bahwa manusia
memikul amanah besar berupa syariat dan
tanggung jawab moral, yang tidak sanggup
dipikul oleh makhluk lain. Hal ini
menunjukkan betapa berat kedudukan
manusia di hadapan Allah. Al- Qur’an juga
menegaskan bahwa manusia diciptakan
dengan potensi akal dan hati untuk
membedakan antara yang benar dan salah.
Firman Allah dalam QS. An- Nahl/16:78:

وجََّعلََ شَيْـأًۙ تعَلمَْونَُْ لاَ امُهتَّٰكِمُْ بطوُُنِْ منِّْۢ اخرَْجَكَمُْ والَلّٰهُ
تشَكْروُنَُْ لعََلكَّمُْ وَالافَْـدَِْٕةَ واَلابصَْْاَرَ السمَّْعَ لكَمُُ

Terjemahan:
Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu

dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan
Dia menjadikan bagi kamu pendengaran,
penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

Dengan anugerah akal budi ini, manusia
tidak hanya diberi kehormatan, tetapi juga
kemampuan untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan, membangun peradaban, serta
menjaga harmoni dengan sesama dan alam.

Dengan demikian, kedudukan manusia
dalam al-Qur’an mencakup tiga dimensi
utama: (1) manusia sebagai makhluk mulia
dengan martabat universal, (2) manusia
sebagai khalifah yang bertugas memelihara
bumi, dan (3) manusia sebagai pemikul
amanah yang besar dengan tanggung jawab
moral dan spiritual. Kedudukan ini sejalan
dengan konsep maqāṣid al-sharī‘ah yang
menekankan perlindungan terhadap agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta.10 Oleh
sebab itu, Islam menempatkan manusia
sebagai subjek utama dalam pembangunan
peradaban yang adil, bermartabat, dan
berorientasi pada pengabdian kepada Allah.

Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam
al-Qur’an

1. Hak atas Kehidupan (Right to Life)
QS. Al-Māidah/5: 32

نفسَْاًۢ قَتلََ منَْ انَهَّٗ اِسْرَاءۤيِْلَ بنيَِْٓ علَٰى كَتبَْناَ ذٰلكَِ اجلَِْ منِْ
ومَنَْ جمَيعِْاًۗ الناسََّ قتََلَ فكَانََمَّاَ الارَْضِْ فِى فسَاَدٍ اَوْ نفسٍَْ بغَِيْرِ
باِلبيَْنتِِّٰ رسُلنُُاَ جاءَۤتهَْمُْ وَۗلقََدْ جميَعِْاً الناسََّ احيَْاَ فكََانَمََّآ احيََْاهاَ
لمسَرُْفوُِْنَ الارضَِْْ فِى ذٰلكَِ بعَدَْ منهِّْمُْ كثَيِْراً انَِّ ثمَُّ

Terjemahan:
Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu

hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang
membunuh seseorang bukan karena (orang yang
dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau
karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka
seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.
Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan
seorang manusia, dia seakan-akan telah
memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh,
rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada
mereka dengan (membawa) keterangan-
keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya
banyak di antara mereka setelah itu melampaui
batas di bumi.

Ayat di atas menegaskan bahwa
membunuh satu jiwa tanpa alasan yang sah
sama dengan membunuh seluruh manusia.
Prinsip ini menunjukkan betapa tinggi nilai
kehidupan dalam Islam.

Dalam konteks modern, ayat ini dapat
dijadikan dasar bagi perlindungan hak hidup
dalam isu-isu seperti hukuman mati, aborsi,
hingga perang. Islam memandang hak hidup
sebagai sesuatu yang sakral, tetapi dalam
kasus tertentu (misalnya qishāṣ), hak hidup
dapat dicabut demi menegakkan keadilan.

2. Hak atas Kebebasan Beragama
(Freedom of Religion)

Al-Qur’an menegaskan prinsip
kebebasan beragama dalam QS. Al-
Baqarah/2: 256 :

يكفَّْرُْ فمََنْ الْغَيِّ منَِ الرُّشدُْ تَبيََّنَّ قدَْ الديِّْنِۗ فِى اكِرْاَهَ لآَ
لاَ الوْثقُْٰى باِلعرُْوةَِْ اسْتمَسْكََ فقََدِ بالِلّٰهِ ويَؤمُْنِْۢ باِلطَاّغوتُِْ
عليَِمٌْ سمَِيْعٌ وَۗاللّٰهُ لهَاَ انفِْصَامَ

Terjemahan:
Tidak ada paksaan dalam (menganut)

agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang
benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar
kepada tagut79) dan beriman kepada Allah
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sungguh telah berpegang teguh pada tali yang
sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dalam praktik sejarah, Nabi Muhammad
SAW menerapkan prinsip ini melalui Piagam
Madinah, yang menjamin kebebasan
beragama bagi kaum Yahudi dan Nasrani.
Dengan demikian, kebebasan beragama
dalam Islam bukanlah konsep baru, tetapi
sudah dipraktikkan sejak abad ke-7 M.11

Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini dengan
dua sisi: pertama, bahwa ayat ini berlaku
umum sebagai prinsip kebebasan beragama;
kedua, sebagian ulama berpendapat ayat ini
khusus untuk Ahlul Kitab yang membayar
jizyah, sehingga mereka bebas memeluk
agama mereka selama tunduk pada aturan
negara Islam.12 Dari sini terlihat adanya
konsensus bahwa ayat ini menolak
pemaksaan dalam beragama, meskipun
terdapat perbedaan dalam ruang lingkup
penerapannya.

1. Hak atas Keadilan (Right to Justice)
Keadilan merupakan prinsip universal

yang ditegaskan dalam QS. An-Nisā’: 135

للهِِّٰ شهدُاََۤءَ باِلقْسطِِْ قوَامَِّينَْ كونُوُْاْ اٰمنوَاُْ الذَِّينَْ يٰٓايهَاَُّ
غنيَِاًّ يكنَُّْ انِْ واَلاقَْربْيَنَِْ ۞ الواَْلدِيَنِْ اوَِ انفَْسُكِمُْ علىَٰٓ ولوََْ
واَنِْ تَعدلِْوُاْ انَْ الهْوَٰٓى تتبَعَّوُِا فلاََ بهِماَِۗ اوَلىْٰ فاَللهُّٰ فَقيرِْاً اوَْ
خبَيرِاًْ تعَمْلوَنَُْ بماَِ كانََ اللّٰهَ فاَِنَّ تعرُضْوُِاْ اوَْ تلوَْاٗٓ

Terjemahan:
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah

kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah,
walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu
sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia
(yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau
miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan)
keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari
kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-
kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi),
sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala
apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menuntut agar umat Islam
menegakkan keadilan, bahkan terhadap diri
sendiri dan keluarga.

Keadilan dalam Islam tidak hanya
terbatas pada aspek hukum, tetapi juga
ekonomi, politik, dan sosial. Misalnya, dalam

hal distribusi kekayaan, Islam mengajarkan
zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk
pemerataan ekonomi. Dengan demikian,
prinsip keadilan dalam Islam lebih luas
dibanding konsep keadilan formal dalam
hukum positif.13

Relevansi dengan Wacana HAMModern
Hak Asasi Manusia (HAM) modern

yang dirumuskan dalam Universal
Declaration of Human Rights (DUHAM)
1948 bertujuan menjaga martabat, kebebasan,
dan kesetaraan manusia.18 Prinsip-prinsip
ini memiliki relevansi kuat dengan ajaran
Islam, khususnya sebagaimana ditegaskan
dalam Al-Qur’an tentang kemuliaan manusia
(Q.S. Al-Isra: 70) dan kebebasan beragama
(Q.S. Al- Baqarah: 256; Q.S. Al-Kahfi: 29).
Kedua sumber ajaran ini menunjukkan
bahwa Islam secara teologis telah lebih
dahulu menegaskan prinsip-prinsip yang kini
menjadi basis HAM modern.

Dalam wacana HAM modern, salah satu
isu krusial adalah kebebasan beragama. Islam
menegaskan bahwa iman harus lahir dari
pilihan sadar, bukan paksaan. Nabi
Muhammad SAW mencontohkan hal ini
melalui Piagam Madinah, yang menjamin
kebebasan beragama bagi kaum Yahudi,
Nasrani, dan kelompok lain di Madinah.19
Hal ini sejalan dengan Pasal 18 DUHAM
yang menyatakan setiap orang berhak atas
kebebasan berfikir, hati nurani, dan agama.
Dengan demikian, prinsip kebebasan
beragama dalam Islam bukanlah konsep
asing, melainkan memiliki dasar tekstual dan
historis yang kokoh.

Selain kebebasan beragama, relevansi
lain tampak dalam hak hidup dan
perlindungan jiwa manusia. Al-Qur’an
menegaskan: “Barangsiapa membunuh
seorang manusia bukan karena orang itu
membunuh orang lain, atau bukan karena
membuat kerusakan di muka bumi, maka
seakan-akan dia telah membunuh seluruh
manusia.” (Q.S. Al-Maidah: 32). Ayat ini
menegaskan pentingnya hak hidup sebagai
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hak paling fundamental, yang sejalan dengan
Pasal 3 DUHAM tentang hak untuk hidup,
kebebasan, dan keselamatan pribadi.

Dalam bidang persamaan dan non-
diskriminasi, Islam mengajarkan kesetaraan
universal. Rasulullah SAW dalam khutbah
Haji Wada’ menegaskan: “Wahai manusia,
sesungguhnya Tuhanmu satu, bapakmu satu.
Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas
non-Arab, atau bagi non-Arab atas orang
Arab, tidak pula bagi orang berkulit putih
atas yang berkulit hitam, kecuali karena
takwa.20 Prinsip ini jelas paralel dengan Pasal
1 DUHAM yang menegaskan bahwa semua
manusia dilahirkan bebas dan sama dalam
martabat dan hak.

Namun demikian, terdapat juga
perbedaan mendasar antara paradigma HAM
Barat dan Islam. HAM Barat berfondasi pada
otonomi individu, sementara Islam
berfondasi pada kehendak Allah.21 HAM
Barat menekankan kebebasan individu yang
nyaris absolut, sedangkan Islam menekankan
keseimbangan antara hak, kewajiban, dan
tanggung jawab sosial. Misalnya, kebebasan
berekspresi dalam Islam dibatasi oleh norma
syariah agar tidak menyinggung kehormatan,
agama, atau kemaslahatan publik. Dengan
demikian, relevansi HAM dalam Islam selalu
terkait dengan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah
yang menekankan perlindungan lima hal
pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta.22

Relevansi ini juga tampak dalam konteks
hak sosial-ekonomi. Islam sejak awal
menekankan distribusi keadilan sosial
melalui kewajiban zakat, larangan riba, dan
anjuran sedekah. Hal ini sejalan dengan Pasal
25 DUHAM yang menegaskan hak atas
standar hidup yang layak, termasuk
sandang, pangan, papan, kesehatan, dan
jaminan sosial. Dalam perspektif Islam, hak-
hak sosial- ekonomi ini bukan hanya hak
individu, tetapi juga kewajiban kolektif yang
harus dipenuhi demi tercapainya keadilan
sosial.23

Dengan demikian, Islam memiliki
relevansi yang kuat dengan wacana HAM
modern, meskipun terdapat perbedaan
paradigma filosofis. Islam tidak menolak
HAM, tetapi memberikan kerangka moral
dan transendental agar HAM tidak hanya
berorientasi pada hak individu, tetapi juga
pada keseimbangan dengan kewajiban sosial
dan tanggung jawab spiritual. Oleh sebab itu,
dialog antara paradigma HAM modern dan
prinsip-prinsip Islam diperlukan untuk
memperkaya pemahaman sekaligus
memastikan perlindungan hak asasi manusia
yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN
Konsep HAM dalam perspektif al-

Qur’an berangkat dari keyakinan bahwa
manusia adalah makhluk mulia ciptaan Allah
(QS. Al-Isrā’: 70) dan diberi amanah sebagai
khalīfah di bumi (QS. Al-Baqarah: 30). Oleh
karena itu, HAM dalam Islam bukan semata
hasil konsensus sosial sebagaimana dalam
tradisi Barat, melainkan bersifat ilahiah. Hak-
hak dasar manusia dalam al-Qur’an meliputi
hak hidup, kebebasan, kesetaraan, dan
perlindungan martabat, yang melekat pada
setiap manusia tanpa memandang agama, ras,
maupun status sosial.

Prinsip-prinsip HAM dalam al-Qur’an
mencakup: hak hidup (QS. Al- Māidah:
32),hak kebebasan beragama (QS. Al-
Baqarah: 256; QS. Al- Kahfi: 29),hak
keadilan (QS. An-Nisā’: 135),hak kesetaraan
(QS. Al- Ḥujurāt: 13),hak kebebasan berpikir
(QS. Az-Zumar: 18),hak kepemilikan harta
(QS. Al-Baqarah: 188),hak perempuan dan
anak (QS. An-Nisā’: 7; QS. At-Taḥrīm: 6).
Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa al-
Qur’an telah memberikan dasar normatif
yang kuat bagi perlindungan HAM, bahkan
jauh sebelum lahirnya Deklarasi Universal
HAM (1948).

Relevansi wawasan al-Qur’an dengan
wacana HAM modern terletak pada nilai
universal kemanusiaan yang dijunjung
bersama. Meskipun terdapat perbedaan
landasan filosofis antara Barat (humanisme
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sekuler) dan Islam (wahyu ilahi), keduanya
memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga
martabat manusia, melindungi hak-hak dasar,
dan menciptakan keadilan sosial.

Prinsip HAM dalam al-Qur’an dapat
dijadikan rujukan moral dan etis bagi
perumusan kebijakan publik di Indonesia.

Negara harus memastikan bahwa hukum
positif yang berlaku selaras dengan prinsip-
prinsip keadilan dan kemaslahatan
sebagaimana ditekankan dalam al-Qur’an.

Nilai-nilai HAM dalam al-Qur’an
relevan untuk berkontribusi pada diskursus
HAM internasional.

Kehadiran Deklarasi Kairo tentang
HAM dalam Islam (1990) menunjukkan
bahwa dunia Islam dapat menawarkan
paradigma alternatif yang memperkaya
pemahaman global tentang HAM.
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